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ABSTRA: -bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan per
pertanggungjawaban keuangan bantuan sosial, perlu dilakukan apesuBahatu
Menteri Keuangan Nomor 254/PKE165 tentang Belanja Bantuan Sosia
Kementerian Negara/Lembaga;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU Na 1 Tahun 2004N Tahun 2004 N&, TN No0.4355);Permenkeu RI |
254/PMK.05/PH(BN Tahun 216 N0o2047);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Perdileateri Keuang&omor 254/PMK.032diubal
sebagai berikut:

Ketentuan PasatRibah yaitu tentaslgkasAnggaran Balja Bantuan Soskdtentue
Pasal7 diubahyaitu tentangeleksi dan/atau pemutakhiran data penenma bant
Ketentuan ayat (4) huruf e dan ayat (7) Pdsddabaitu tentangemilihan BaRk:
PenyaluKetentuan ayat (4) Pasal 19 diyaitin tentangencairan bantuan sosial ¢
bentuk uangletentuan ayat ( 1) Pasal 22 diydiahtentarfgPP Belanja Bantuan S
Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diykédtu tentandpatas waktgpenyampaian lapc
penyalurarKetentuan Pasal 26 diupatu tentangenelitian terhadap laporan Bal
PenyalurKetentuan Pasal 32 diupatu tentanigporarpertanggungjawab#etentue
Pasal 34 diubayaitu tentangenerima baransosial Ketentuan Pasal 35 diulyaltt
tentangpertanggungjawaban bantuan sosial kepadéefeRtGan Pasal 36 diupah
tentangLaporan Pertanggungjawaban Bantuan iseteiatuan Pasal 41 diulpat
tentangPejabat Eselonmenyusun dan menetapietunjuk telgrpengelolaan Bel
Bantuan Sosi#letentuan Pasal 42 diypaitu tentar@etunjuk teknis pengelolaan B
Bantuan Sosi@i antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal yak
yaitu tentanfata cara penyerahan Barang Milik Negara

CATATA: - Pala saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Penyaluran bantuan sosi:
Anggaran 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2t
tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga; dan b.
dan petnjuk teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan
Anggran 2017 ditetapkan palingaapada tanggal 31 Januari 2017 dengan bel
pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 danpaldl
tanggal 30 Desember 2016.

- Lampiran Halama&+R3
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